
BAB V 

PENUTUP 

1.1  KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat Peneliti simpulkan adalah : 

1. Peran pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan 

Makanan di kupang dalam mengawasi peredaran kosmetik illegal di 

Kota kupang sudah dilakukan dengan baik oleh Balai Pengawas Obat 

Dan Makanan namun belum dilaksanakan secara Optimal. 

2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab peredaran kosmetik illegal di 

Kota kupang yaitu disebabkan oleh faktor dari BPOM yaitu kurangnya 

sumber daya manusia, pemenuhan pengujian sampel belum terlaksana 

dengan baik, kurangnya dukungan dan Kerjasama dengan sektor lain 

yang terlibat, dan masih maraknya penjualan kosmetik illegal secara 

online. Selain itu, faktor dari konsumendan pelaku usaha yaitu masih 

minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum akan bahaya kosmetik 

illegal dengan alasan harganya yang murah, mudah di dapat, dan 

terlihat cepat hasilnya. 

 

4.2  SARAN 

1. Agar Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Kupang dapat 

meningkatkan peran pengawasan terhadap kosmetik illegal dengan 

berkoordinasi dengan instansi terkait agar tercapai tujuan yang maksimal, 

dan pihak Balai Pengawas Obat Dan Makanan juga harus meningkatkan 

pengawasan pada distributor ataupun penjual kosmetik ditoko-toko atapun 



kios kecil serta dapat meningkatkan jumlah tenaga pengawas terhadap 

kosmetik, Pihak BPOM juga diharapkan juga untuk dapat menerapkan 

sanksi yang tegas kepada pelaku usaha hal ini di maksudkan guna 

memberikan efek jera kepada pelaku usaha, dan juga disasrankan untuk 

rutin melakukan sosialisasi dan mempublikasi hasilnya 

2. Agar dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai 

bahaya peredaran kosmetik illegal dan lebih teliti dalam memilih dan 

menggunakan produk kosmetik. 
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